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Abstract 
Cyber notary is a notaryowho carriespout the authority of hisoposition related tokthe duties andhfunctions of a 
notary, especially in making deeds using information technology. This cyber notary concept is not an example of 
a form of disruption to the notary world that ispstill running conventionally, but rather an increase in its 
function and role in thepdigital erapas it isptoday. This studykisuses aknormative juridicalgmethod with 
ahstatutory and conceptualgapproach. This research discusses the application of a cyber notary in making 
authentic deeds during the Covid-19 pandemic. The results show that the authentic deed made by implementing 
a cyber notary as a solution in the midst of the Covid-19 pandemic doespnot meet theprequirements to be 
considered an authentickdeed because the deed istnot made directlypbefore a notarypbut uses a teleconference or 
video call, so the position of the deed degraded into a private deed therefore it does not have the same proving 
power as an authenticodeed. Onpthe otherphand, the application of a cyber notary duringpthe Covid-19 
pandemic inkterms of making a deed does not have to appear directly before a notary in order to be more efficient, 
save time and also costs. 
Keywords: authentic deed; covid-19 pandemic; cyber notary 

Abstrak 
Cyberknotary merupakan notarisoyang menjalankanpkewenangan jabatannya yangkberkaitan dengan 
tugashdan fungsipnotaris, khususnyapdalam pembuatankakta dengan menggunakan teknologi 
informasi. Konsep cyberpnotary ini bukan merupakan salah satu contoh bentuk disrupsi terhadap 
dunia kenotariatan yang masih berjalan secara konvensional, melainkan adanya peningkatan 
terhadap fungsi serta perananya dalam era digital seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan 
metodepyuridis normatifpdengan pendekatanoperundang-undanganpdanlkonseptual ini membahas 
mengenai penerapan cyberpnotary dalamopembuatan aktapautentik pada masakpandemipCovid-19. 
Hasilgpenelitian menunjukkanjbahwa akta autentik yangpdibuat dengan menerapkan cyberonotary 
sebagai solusi di tengah-tengah pandemi Covid-19 belum memenuhi syarat untuk dapat dikatakan 
sebagai akta autentik karena pembuatan aktanya tidak secara langsung dihadapan notaris melainkan 
menggunakan teleconference atau video call, sehingga kedudukan akta tersebut terdegra-
dasipmenjadipakta diobawahptangan oleh karenanya tidak memilikipkekuatan pembuktianpyang 
sama dengan akta autentik. Di sisi lain, penerapan cyberrnotary pada masa pandemikCovid-19 
dalamohal pembuatan akta tidak harus penghadap menghadap secara langsung di hadapan notaris 
agar dapat lebih efisien, menghemat waktu dan juga biaya. 
Kata kunci:  aktapautentik;  cyber notary; pandemiocovid-19 

Pendahuluan 

Pandemi  Covid-19 telah mewabahpsecara globalktermasuk juga di Indonesia sejak 

awal tahun 2020. WorldpHealth Organizationt(WHO), sejak padaobulan maretp2020 telah 

melakukan pengumuman bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu pandemi yang global 

dikarenakan telah menginfeksi kurang lebih seratus empat belas negara di seluruh dunia. 

Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan sebagaiosalah satupupaya dalam memutus 

mataprantai penyebaranuCovid-19 di Indonesia, peraturan yang ditetapkan dengan 

KeputusanoPresiden RepublikpIndonesia Nomorp11 Tahuno2020 tentang PenetapangKeda-

ruratan KesehatanyMasyarakat Covid-19o(selanjutnyapdisebut KeppresoNo.11/2020) dan 

disamping itu juga terdapat PeraturanoPemerintah RepublikoIndonesia Nomorp21 

Tahuno2020 tentangoPembatasan SosialwBerskala Besar (PSBB)r(selanjutnyapdisebut 
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PPoNo.21/2020). Penerapan pembatasan sosial dan penentuan jagakjarak fisikomeng-

haruskan bahwa sebisa mungkin melakukan kegiatan hanya dari rumah dan menghindari 

bepergian keluar dari rumah. Hal ini ditujukan sebagaiosalah satu upaya dalam pencegahan 

penularanodan penyebaran virusoCovid-19 di tengah-tengahymasyarakat. 

Dampak dari adanya pemberlakuan social distancing tersebut menyebabkan banyak 

perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk melakukan pekerjaanya daritrumah, atau 

seringtdikenal denganowork from home (WFH). Begituojuga dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh notaris, yang mana notaris juga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

khususnya dalam hal pembuatan akta dapat menggunakan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Di sisi lain, adanya perkembangan teknologi dan informasi juga 

akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yang mana dengan jaringan internet yang 

dapat menyatukan semua informasi di seluruh dunia. Di samping itu, dengan adanya 

perkembangan yang pesat pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi membuat 

aktivitas yang biasanya hanyaydapat dilakukanosecara langsung menjadi dapat dilakukan 

melalui jarak jauh tanpa perlu tatap muka secara langsung.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak jarang digunakan sebagai acuan 

untuk memecahkan permasalahan tersebut, termasuk jugaodalam bidangphukum 

kenotariatan. Di sini para notaris diharapkan agar siap menyambut era perkembangan 

teknologi yakni dengan adanya terobosan baru berupa konsep cyberqnotary yang akan 

masuk ke Indonesia. Konsep cyber notary merupakan notarispyang menjalankan kewe-

nangankjabatannya yangoberkaitan denganptugas danofungsi notaris, khususnyapda-

lamopembuatan akta dengan menggunakan teknologi informasi. Pintu masuk darikadanya 

cyberonotary ini tercantum dalamoPasal 15payat (3)rUndang-Undang RepublikoIndonesia 

Nomork2 Tahung2014 tentangpPerubahan AtaspUndang-Undang Nomorp30 Tahunp2004 

tentanggJabatan Notarisg(selanjutnyapdisebut UUpNo.2/2014rjo UUpNo.30/2004r) yang 

menyatakanwbahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

notaris mempunyai kewenanganqlain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 

Merujuk pada kalimat kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

hal ini dapat dilihat di Penjelasan Pasal 15wayat (3) yakni “kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturanwperundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi 

(cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. 

Notaris sebagai pejabatpumum yangwberwenang dalampmembuat aktapautentik 

sebagaimanagjuga telah tercantum dalamoPasal 1oangka (1) UU No.2/2014 jo UU 

No.30/2004 artinya notaris juga dibebaniRtanggung jawab berkaitan Wpekerjaannya da-

lampmembuat akta tersebut. Sebelum adanya perkembangan dalam bidang teknologi dan 

informasi, notaris masih menggunakan cara-cara yang konvensional di dalamqpembuatan 

aktaqautentik yang memiliki kekuatanqhukum yangosempurna, jadi dapat dikatakan bahwa 

notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik ini 

mengharuskan para pihak atau penghadap bertemu secara langsung untuk menghadap 

notaris untuk pembuatan akta dan kemudian disahkan secara konvensional dalam bentuk 

tertulis. Sedangkan, konsep cyber notary di sini hadir menawarkan bahwa dalam pembuatan 

akta, paraepihak/penghadap tidakqperlu lagi datangpke kantorwnotaris untuk menghadap 

secara langsung di hadapan notaris melainkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi seperti menggunakan teleconference seperti zoom, google meet 
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ataupun media komunikasi yang lainnya. Konsep cyber notary di sini menawarkan bahwa 

sudah saatnya bagi notaris di Indonesia untuk bergerak maju, bahwa dalam hal pembuatan 

akta tidak harus penghadap menghadap secara langsung di hadapan notaris agar dapat 

lebih efisien, menghemat waktu dan juga biaya terutama pada masaqpandemirCovid-19. 

Namun, penerapan cyberqnotary dirIndonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan di 

mana merujuk pada penjelasan Pasalq1 angkap(7) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004, akta 

notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai 

dengan prosedur yang tertuang dalam UUpNo.2/2014pjo UUpNo.30/2004, sehingga 

memunculkan pertentangan dengan diberlakukannya layanan jasa notaris dengan 

menerapkan cyber notary yang di dalam proses pembuatan akta serta prosedur penghadapan 

para pihak yang dilakukan secara elektronik seperti melalui teleconference atau video call. 

Adanya norma yang mengharuskan kehadiran secara fisik dalam pembuatan akta inilah 

yang menjadi penghambat dalam penerapan cyberqnotary dipIndonesia. Dalamohal 

pembuatanpakta yang dibuat melalui cyberpnotary, di mana tidak dilakukan secara 

berhadapan langsung dengan notaris. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi 

seorang notaris seperti kedudukan akta autentik akan terdegradasi menjadi akta di 

bawahetangan sehingga tidak memilikipkekuatan pembuktianwyang samagseperti 

aktapautentik. 

Pengaturan mengenai kewenangan cyber notary jika dilihat dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan khususnya pada UUoNo.2/2014wjo UUoNo.30/2004 dianggap masih 

belum lengkap dan jelas karena tidak ada peraturan lain yang mendefinisikan bagaimana 

konsep cyber notary untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan ataupun tata cara dalam 

penerapan konsep dari cyber notary itu sendiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan 

permasalahan yuridis bagi pejabat notaris menyangkut kewenangannya dalam memberikan 

pelayanan jasanya dalam bidang elektronik khususnya padapmasa darurat kesehatan 

Covid-19.  

Padawbeberapa hasilppenelitian sebelumnyarmengenai temaqyang serupapdengan 

penulis, yang pertamaoyakni penelitianpjurnal oleh Cheung Joan Karmel dan Yunanto 

dengan judul “Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi 

Covid-19” (Karmel and Yunanto 2022). Persamaanpyang terdapatpdalam peneliti-

anrpertama denganrpenelitian iniradalahpmengenai pelaksanaan cyberpnotary di 

masaqpandemipCovid-19. Sedangkan, perbedaannya penelitian pertama berfokus pada 

urgensi diperlukannya pengaturan cyberwnotary padapmasa pandemipCovid-19. 

Padappenelitian iniqpenulis berfokus mengenai penerapan cyberqnotary terkait pembuatan 

akta elektronik pada masa pandemi Covid-19. Pada penelitian yang kedua yakni penelitian 

jurnal oleh Handriyanto Wijaya dengan judul penelitiannya “Problematika Hukum 

Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19”(Wijaya 2021). Persamaanpyang 

terdapatrdalam penelitianqpertama dengan penelitinrini adalahrmengenai pelaksanaan 

cyberqnotary dipmasa pandemiqCovid-19. Sedangkan, perbedaannya penelitianqpertama 

berfokus pada keabsahanqakta notarisqyang dibuatgberdasarkan cyberqnotary yang 

dilakukanpdi luar wilayahpjabatan notaris, sedangkanqpenelitian iniwberfokus padapim-

plementasi cyberanotary padaqmasa pandemipCovid-19.  
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Penelitianpketiga, yakni penelitianrjurnal oleh Lovita Gamelia, Tunggul Anshari dan 

Hariyanto Susilo dengan judul penelitiannya “Autentisitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara 

Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”(Saadah 2020). Persamaanwyang terdapatrdalam 

penelitianqpertama denganwpenelitian ini adalah mengenai pembuatan akta elektronik 

pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan, perbedaannyarpenelitian pertama berfokus 

penelitiannya pada keabsahan akta notaris yangqdibuat secarapelektronik ditinjau dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  

(selanjutnya disebut UU No.19/2016 jo UU No.11/2008, sedangkan penelitian ini mengkaji 

terkaitwpenerapan cyberrnotary dalamppembuatan akta elektronikrpada pandemirCovid-19. 

Berdasarkanrpada uraian yang telah dijabarkan di atas, hal yang akan diteliti oleh penulis 

adalah bagaimana penerapanqcyber notary terkait dengan pembuatanwakta autentik 

padawmasa pandemiwCovid-19. 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif merupakan suatu proses untuk menggali, mencari tahu dan menemukan 

suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan 

untukrmenjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

hukum berupayapmenemukan kebenaranqkoherensi yaiturapakah aturanrhukum te-

lahpsesuai norma hukumpdan apakahenorma hukumqyang berisipmengisi kewajibansdan 

sanksiwtersebut sesuaiqdengan prinsipdhukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki 2012).  

Penulispdalam melakukanppenelitian inigmenggunakan pendekatanwperundang-

undangan yakni dengan menelitigberbagai peraturangyang berkaitanhdengan implemen-

tasi cyber notary dalam pembuatan akta autentik yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan 

secara statute approach bertujuan agar mendeskripsikan secara kenyataan yang terjadi pada 

masyarakat, sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya. 

Kemudian pendekatan secaraykonseptual yakni denganpmempelajari pandangan-panda-

ngan,tdoktrin-doktrin, konsep-konsephdan asas-asaswhukum dikdalam ilmukhukum. Pe-

mahamanbakan hal-halktersebutpmerupakan pedoman bagiopenulis dalampmembangun 

suatugargumentasi hukumkdalam memecahkanoisu yanggdihadapi. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Implementasi Cyber Notary pada Masa Pandemi Covid-19 

Dalam upayaupencegahan penyebaran wabah penyakitoCovid-19 yang menyebar 

secara global di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, pemerintah Indonesia 

menetapkan kebijakanpberlakunya PSBB. Kebijakan ini diatur di dalam Instruksi Menteri 

Dalam Negeri. Akibatbdari adanyarpandemi Covid-19pini, pemerintah juga mengeluarkan 

peraturan-peraturan seperti socialrdistancing danbphysical distancingbyang dihimbau oleh 

pemerintah untuk diterapkan dalam seluruh kegiatan masyarakat. Dapat dilihat bahwa 

adanya wabah penyakithCovid-19 ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap 

beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan,okesehatan, administrasi publik, 

keagamaan, ekonomi, sosial budaya serta aspek yangwlainnya, tidakmdapat dipung-

kiripjuga bahwabpandemi Covid-19uini juga berdampak pada pelayananwjasa yangqdi-

berikan olehgnotaris.  
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Pelayanangjasa yangrdiberikan olehbnotaris seperti halnya dalam pembuatan akta 

tentunya seperti yang diketahui bahwa harus dilakukan dengangmenghadap secara 

langsung dihadapan notaris, ketentuan ini diatur secara eksplisit di dalam Pasalg1 angkap(7) 

UUbNo.2/2014fjo UUbNo.30/2004wyang menyatakan “akta notaris yang selanjutnya 

disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk 

dan tata cara yangoditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Jika dikaitkan dengan adanya 

pandemi Covid-19, maka kewenanganpdan tugaspnotaris dalambpembuatan akta tentunya 

juga mengalami hambatan karena para pihak/penghadap tidakjdapat menghadapbsecara 

langsung dihadapan notaris untuk dibuatkan akta. Di samping itu,rdengan ada-

nyadperkembangan teknologibinformasi danbkomunikasi yang memberikan kemudahan 

dalam melakukan komunikasi antar individu dibseluruh belahan dunia. Adanya 

perkembangan teknologi dan informasi juga akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, 

yang mana dengan jaringan internet yang dapat menyatukan semua informasi di seluruh 

dunia. 

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkembang dalambmasyarakat, 

perkembanganpilmu pengetahuanpdan teknologi tidak jarang digunakan sebagai acuan 

untuk memecahkan permasalahan tersebut, termasuk juga dalam bidang hukum 

kenotariatan. Di sini para notaris diharapkan agar siap menyambut erapperkembangan 

teknologi yakni dengan adanya terobosan baru berupa konsep cyberpnotary. Cyberpnotary 

merupakanosalah satuntopik yangkdibahas dalammrevisi Undang-UndangpJabatan No-

taris, revisi tersebut dapat dijadikan landasanphukum bagibnotaris sebagai pejabat 

umumpuntuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berbasis cyber notary 

sebagaimana yang terdapatpdalam bagian penjelasanpPasal 15 ayatp(3) UUpNo.2/2014pjo 

UUbNo.30/2004pyang menyatakan “yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi 

yang dilakukan secarapelektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek 

pesawat terbang.” Hal ini menunjukkangbahwa di sini pemerintahmberusaha memberikan 

kepastianphukum kepadampara pihak dalam transaksiwelektronik untuk dapat melak-

sanakan kegiatan transaksi secarakelektronik dengan aman serta dijamin keabsahannya oleh 

negara dengan melalui perantarapnotaris sebagaippenyelenggara sertifikasi secaradelek-

tronik (Widiasih 2020). 

Perkembangan dalam sistem informasi yang memanfaatkan internet tentunya akan 

memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas dari seorang notaris, 

yang pada awalnya masih terpaku dengan cara-cara yang konvensional yakni harus bertemu 

secaraglangsung dengan penghadap dan akta yang dibuat dan disahkan di atas kertas kini 

menujupke arahpjasa pelayanangnotaris secara elekronik atau memanfaatkan dunia maya 

(cyber space) dalam menjalankan fungsi dan tugas dari seorang notaris yang disebut dengan 

cyber notary. Dapatpdikatakan bahwamkonsep cyberpnotary berhubungan denganppelaksa-

naan dari kewenanganbnotaris yang berbasis teknologi informasi. 

Cyberpnotary merupakangkonsep yang memanfaatkanmperkembangan teknologigin-

formasi yangpdigunakan oleh notarispdalam menjalankanktugas dan kewenangannya. 

Cybergnotary juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengaplikasian dari kewenangan notaris 
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diedalam suatu transaksi elektronik yang saat ini cukup berkembang pesat di era globalisasi 

yangpada dipIndonesia saat ini. Secarapumum, cyberpnotary ini menginginkan adanya 

peluang bahwa para pihak atau penghadap ini dapat menghadap dengan notaris tanpa 

harus bertemu secara langsung (Sari and others 2018). Adapunpmanfaat daripadanya 

konsep cyberpnotary ini adalah untuk mempermudah transaksihantara parahpihak dengan 

jarak yangpberjauhan seingga di sini jarakpbukan lagi menjadipsuatu masalah. Konsep 

cyberpnotary hingga saat ini masih belum memiliki definisi yang mengikat sehingga masih 

terdapat berbagaippenafsiran yang pada intinya mengatakan hal yang sama bahwa 

konsepnya dimana seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yakni dengan internet.  

Adapun manfaat dari adanya cyber notary adalah mempermudah transaksi antara para 

pihak, seperti pembuatan akta jual beli pada masa pandemi Covid-19, di mana dalam upaya 

pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 diberlakukan peraturan terkait pembatasan 

kegiatan sosial masyarakat, maka para pihak yang ingin jual belinya dituangkan ke dalam 

akta dapat bertemu dan berkonsultasi dengan notaris melalui media teknologi digital seperti 

zoom ataupun google meet untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung, dengan 

demikian notaris telah menerapkan konsep cyber notary dalam proses pembuatan aktanya 

karena memanfaatkan sistem elektronik. Selain itu, dengan adanya cyberpnotary 

makapnantinya akan mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan akta otentik oleh 

notaris mengenai semuapperbuatan hukum, perjanjianpataupun ketetapan lainnya 

yangpmenurut Undang-Undang haruspdituangkan olehppara pihak yang berkepenti-

nganpdalam bentuk sebuahpakta. Terdapat 2 (dua)paspek penting yangpmenjadi pene-

kanandpada konsep cyberpnotary yakni kewenanganpdan teknologi (Nola 2011). Pengaturan 

mengenaipkewenangan cyber notary jika dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan khususnya padakUU No.2/2014pjo UUgNo.30/2004rdianggap masih belum 

lengkap dan jelas karena tidak ada peraturan lain yang mendefinisikan bagaimana konsep 

cyber notary untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan ataupun tata cara dalam 

penerapan konsep dari cyber notary itu sendiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan 

permasalahan yuridis bagi pejabat notaris menyangkut kewenangannya dalam memberikan 

pelayanan jasanya dalam bidang elektronik. Akibat adanya norma samar atau bahkan 

kekosongan hukum baik dalam pemaknaan maupun peraturan pelaksanannya, konsep 

cyberpnotary hingga saat ini masih belumpdapat dilaksanakan secara efektif dalam 

praktiknya.  

Penerapan-Cyber Notary Terkait Akta Autentik pada Masa Pandemi Covid-19p 

Dalampupaya pencegahanppenyebaran pandemipCovid-19 yakni diberlakukannya 

peraturan terkait pembatasan kegiatan sosial masyarakat, maka notaris sebagai sebagai 

warga negara sudah sepantasnya untuk ikut mentaati peraturan dari pemerintah tersebut 

demi kepentingan masyarakat bersama serta untuk memperlambat laju dari penyebaran 

Covid-19. Demi keikutsertaan dalamkupaya pencegahanppenyebaran wabahpvirus Covid-

19p, seorang notaris sebenarnya memiliki alternatif lain yang dapat dilaksanakan agar tugas 

dan fungsi jabatannya tetap dapat berjalan secara makimal meskipun tanpa harus 

bertemu/berhadapan secara langsung dengan kliennya, yang mana konsep ini meng-

gunakan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang dikenalpdengan 

cyberpnotary. 
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Istilahpcyber notarypditemukan didalam penjelasanrPasal 15payat 3pUU No.2/2014 

jopUU No.30/2004, yangpmana cyber notarykini merupakan salahpsatu kewenanganplain 

yang diaturpoleh peraturanpperundang-undangan. Penerapan konsep cyber notary ini 

menguntungkan jabatan notarispkarena dalam prosesppembuatan akta dapat menjadiplebih 

mudah, cepatpserta efisien.  

Notaris sebagai pejabatpumum merupakanpsalah satuwprofesi dalam bidang 

hukumpyang memiliki kewenangan untukpmembuat aktapautentik dalamkbidang 

hukumpperdata. Notarispmemiliki kewenanganpuntuk membuatpakta bagi para 

pihakpyang menginginkan tanda bukti tertulis berupa pernyataan,mbaik dalam bentuk 

pengakuan, keterangan, keputusan atau sebagainya tentang suatu peristiwaphukum yang 

menurutpperaturan perundang-undanganpharus disahkan dan disaksikanpoleh pejabat 

yangpberwenang. Terkait dengan pembuatanpakta autentik yang harus dibuat dan 

dilakukan dihadapan notaris sebagaimana diharuskan oleh peraturanmperundang-

undangan yakni yangpdimuat dalampPasal 1mangka (7)pUUpNo.2/2014 jopUU 

No.30/2004, di sisi lain hal tersebut juga merupakan kehendak dari para pihak untuk 

menjaminpkepastian, ketertibanpdan perlindunganmhukum serta bagipmasyarakat. Notaris 

juga dibebaniktanggung jawabpyang berkaitan denganmpekerjaannya dalampmembuat 

akta tersebut. Pengangkatan seorang notaris oleh pemerintah sebagai organ negara memiliki 

makna bahwa negara telah memberikan kepercayaan yang besar kepada notaris, sebab jasa 

notaris sangat berkaitan erat dengan persoalan kepercayaan. Oleh karena itu, negara 

mengangkat notaris untuk kepentingan umum, bukan semata demi keuntungan pribadi dari 

notaris yang bersangkutan, sehingga dengan adanya kepercayaan dari masyarakat tersebut, 

maka seorang notarispmau tidakpmau dapatpdikatakan telah memikulmpula 

tanggungmjawab terhadap hal tersebut, yang mana tanggung,jawab inipberupa tanggung 

jawabmsecara hukumpmaupun moral.  

Sebelum adanya penyebaran wabah penyakit Covid-19, notaris masih menggunakan 

cara-cara yang konvensional di dalamppembuatan aktamautentik yangpmemilki kekua-

tanphukum yangpsempurna, jadi dapat dikatakan bahwa notarispsebagai pejabat 

umumpyang berwenangpdalam pembuatanpakta autentik ini mengharuskan para pihak 

atau penghadap bertemu secara langsung untuk menghadap notaris untuk pembuatan akta 

dan kemudian disahkan secara konvensional dalam bentuk tertulis. Dalam prakteknya, para 

pihak yang menginginkan agar perbuatan hukumnya dituangkan ke dalam bentuk akta 

harus melalui beberapa proses dalam sistem pembuatan akta notaris yang pada umunya 

dilakukan secarapkonvensional, jika diuraikanpsebagai berikut:  

1. Penghadapbatau klienpberhadapan denganknotaris 

Adapdua opsi dalampbertemu ataupberhadapan denganpnotaris yaitu: 

a. Datangpke kantorpnotaris 

Umumnyampara pihak atau penghadappmenggunakan caradini dalam pembua-

tanpaktanya yakni dengan membuat aktanya dengan berhadapan secara langsung 

dengan notaris di kantor notaris yang bersangkutan.  
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b. Menentukanptempat bertemupdengan notaris  

Pertemuanpdengan notarisptidak terjadipdi kantorpnotaris, melainkan notaris dapat 

datang keptempat yangpsudah ditentukan olehppara pihak atauppenghadap. Haldini 

bisadsaja terjadipketika penghadappberada di dalam penjara sehinggaptidak 

memungkinkanppenghadap tersebut untukpkeluar pergi ke kantorpnotaris danpjuga 

dapatpterjadi ketikapseorang notarispdiminta untuk membuatpakta Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), makapbiasanya notarispyang akanpdatang ke lokasi RUPS 

itupberlangsung.  

2. Pembuatanpakta  

Notaris akanpmembuat aktapyang telahpdisepakati dengan penghadap dengan 

menggunakan mediapkertas. Prosesgpembuatan akta dapat sajaptidak selesaiddalam 

satu hari,pjadi biasanya para pihak atau penghadap ketika telah menyatakan 

kehendaknya maka haruspmenunggu beberapaphari sampaiprancangan aktanyapsele-

sai, ketika rancanganpakta tersebut telah selesaipdan disetujui para penghadapkmaka 

notarispdapat memulai untuk membuatkan aktanya, selanjutnya notarispakan mem-

buatpakta denganpbentuk danpcara yangwtelah tercantumpdalam Pasalp38 

UUpNo.2/2014 jopUUpNo.30/2004. 

3. Pembacaanpdan tanda tangan akta 

Setelahpakta dibuat,pmaka notarispakan membacakanpdihadapan penghadappdan 

saksipserta akanpmenandatangani aktaptersebut.  

Dalampsistem pembuatan akta notaris secara konvensional menekankan bahwa para 

pihak atau penghadap dalam proses penyusunan hingga pembuatan aktanya harus 

berhadapan secara langsung dengan notaris yang kemudian kehendak dari para pihak 

tersebut selanjutnya dituangkan langsung pada kertas. Di sisi lain, konsep cyberpnotary 

menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

internet untuk membuat akta autentik yang pada awalnya tertuang dalam bentuk tertulis 

bergeser menjadi bentuk akta secara elektronik. Jika merujuk pada penjelasan Pasalm1 

angkap(7) UUpNo.2/2014 jopUU No.30/2004pakta notaris merupakan suatu aktapotentik 

yangpdibuat olehpatau di hadapanpnotaris sesuaipdengan prosedur yangptertuang 

dalampUndang-Undang, sehingga memunculkan pertentangan dengan diberlakukannya 

layanan jasa notaris dengan menerapkan cyber notary yang didalam proses pembuatan akta 

serta prosedur penghadapan para pihak yang dilakukan secara elektronikpseperti 

melaluipteleconference ataupvideo call. Hinggapsaat inipmasih belumpterdapat pengatu-

ranpsecara khususpterkait dengan mekanismebpembuatan aktabnotaris yang menggunakan 

konsep cyberpnotary. Proses pembuatangakta autentik yangpdilakukan dengan onlinegatau 

dengan kata lain hanya melaluipdunia mayaptanpa haruspbertemu secaraplangsung di 

hadapan notaris dengan para pihak yang didukung dengan pemanfaatan kecanggihan 

teknologi seperti contohnya sarana teleconference ataupun video call sehingga memungkinkan 

di mana akta tersebut dapat dibacakan oleh notaris dan para pihak dapat menyaksikan dan 

mendengarnya secara online. Akta elektronik dapat disimpulkan di mana pejabat notaris 

dalam membuat akta dengan keadaan di mana bukan lagi para pihak menghadap secara 

langsung, tetapi bisa dilakukan melalui alat teknologi seperti teleconference, zoom atau google 

meet, kemudian notaris membuatkan aktanya yang kemudian dikirimkan melalui email, di 

samping itu pembacaannya juga dapat melalui zoom. 
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Dengan adanya konsep cyber notary ini maka notaris dalam menjalankan fungsinya 

memiliki kaitan erat dengan sistem elektronik yang melaluipinternet sebagaipmedia utama 

untukpmembuat aktapnotaris. Dalamphal inipdapat dikatakan bahwapakta notarisbyang 

pada awalnya tertuangpdalam kertaspberkembang menujupakta yang dibuat secara 

elektronikp(aktadelektronik). Berkembangnyapwacana cyberpnotary ini menjadikanpseorang 

notarispdapat menjalankanpperannya melaluipkewenangan yangpdimiliki dengan berbasis 

teknologi, seperti dalam hal membuatdakta secaradelektronik. Adanya konseppakta 

elektronikdini dimaksudkanpmempermudahpserta mempercepatptugas danpkewenangan 

notarispdalam membuatpakta autentik mengenaipsegala perbuatan, perjanjianpserta keteta-

panpyang diharuskan Undang-Undanggatau dikehendaki para pihak berkepentingan agar 

dinyatakan dipdalam aktapautentik. 

Adapunpmanfaat daripadanya cyberpnotary adalahpmempermudah transaksipantara 

parappihak yang tempat tinggalnyapberjauhan, sehinggapjarak bukanpmenjadi permasal-

ahan lagi, contohnya seperti pembuatan akta jual beli padapmasa pandemipCovid-19. 

Dalam upaya pencegahan penyebaranppandemi Covid-19pyakni diberlakukannya 

peraturan terkait pembatasan kegiatan sosial masyarakat, maka notaris sebagai sebagai 

warga negara sudah sepantasnya untuk ikut mentaati peraturan dari pemerintah tersebut 

demi kepentingan masyarakat bersama serta untuk memperlambat laju dari penyebaran 

Covid-19. Demi keikutsertaan dalam upaya pencegahanppenyebaran wabahpvirus Covid-

19, seorang notaris sebenarnya memiliki alternatif lain yang dapat dilaksanakan agar tugas 

dan fungsi jabatannya tetap dapat berjalan secara makimal meskipun tanpa harus 

bertemu/berhadapan secara langsung dengan kliennya. Para pihak yang ingin perjanjian 

jual belinya pada masa pandemi Covid-19 dituangkan ke dalam akta dapat bertemu dan 

berkonsultasi mengenai apa kehendak mereka melalui media teknologi digital seperti 

melalui zoom ataupun google meet untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung, maka 

dengan hal tersebut notaris telah menerapkan konsep cyber notary dalam proses pembuatan 

aktanya karena memanfaatkan sistem elektronik. 

Persoalanpyang kemudian munculpdalam pembuatanpakta autentikpsecara elektro-

nikpadalah terkaitpdengan kewajibanpyang haruspdilakukan olehpnotaris terhadap 

aktapyang dibuatnyapyang mana terjadi konflikpnorma dipmana dalampPasal 15payat (3) 

yang memberikanpkewenangan lainpkepada notarispsalah satunya yakni kewenangan 

dalampmensertifikasi transaksipyang dilakukan secarapelektronik (cyberpnotary), sedang-

kanpdalam Pasalp16 ayat (1) hurufpm menyatakanpbahwa notarispharus membaca-

kanpakta diphadapan penghadappdengan dihadiripoleh palingpsedikit 2p(dua) orang 

saksi,patau 4 (empat)porang saksipkhusus untukppembuatan aktapwasiat dipbawah 

tangan,pdan ditandatanganippada saat itukjuga olehkpenghadap, saksikdan notaris. Cara 

menghadap secara elektronik yang menggunakan konsep cyber notary ini sebenarnya sangat 

mungkin untuk diterapkan karena para pihak dapat saling melihat dan juga berhadapan 

secara langsung serta dapat berkomunikasi untuk menyampaikan kehendaknya dalam 

pembuatan akta dan di sisi lain, notaris juga dapat menerima dan mengerti serta dapat 

merangkum semua kehendak dari parakpihak yang selanjutnya dituangkanpke dalampakta. 

Namun, ketentuanptersebut sangat sulit diterapkan dalam proses pembuatan akta yang 
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dilakukan secara elektronik,pmeskipun pembuatannyapdilakukan melaluikvideo conference, 

notariskakan mengalamikkesulitan untukpmenentukan apakahppara pihak tersebutkbenar-

benar cakapkmelakukan perbuatankhukum. 

Dalamphal pembuatan akta yang dibuat melalui cyber notary, di mana tidak dilakukan 

secara berhadapan langsung dengan notaris. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum 

bagi seorang notaris seperti kedudukan akta autentik akan terdegradasi menjadi akta 

dipbawahptangan sehingga tidak memilikikkekuatan pembuktian yangpsama seperti 

aktapautentik. Syarat aktapyang dibuat di hadapan atau olehpnotaris berkedudukanpse-

bagai aktakautentik menurutkbentuk danktata cara yang telah ditetapkanpdi dalampUU 

No.2/2014 jo UU No.30/2004. Halpini jugapsejalan dengan pendapatpIrawan Soero-

djo,pbahwa adap3 (tiga) unsurpesenselia agarkterpenuhinya syarat formalpsuatu 

aktapotentik,kyaitu (Irawan Soerodjo 2003) : 

1. Aktapyang dibuatpoleh (door)patau diphadapan (tenkoverstain) seorangkpejabat umum. 

Secara tersirat di dalamkPasal 58kayat (2)pUU No.2/2014kjo UUkNo.30/2004 dijelas-

kanpbahwa notarispwajib membuatpdaftar aktapdan mencatatpsemua akta yangpdibuat 

olehpatau di hadapanpnotaris. 

2. Aktapitu haruspdibuat dalampbentuk yangpditentukan olehkUndang-Undang. 

Setelahplahirnya UUkNo.2/2014kjo UUpNo.30/2004,pkeberadaan aktapnotaris menda-

patppengukuhan karenakbentuknya ditentukanpoleh Undang-Undang,pyang dalamkhal 

ini ditentukanpdalam Pasalp38 UUkNo.2/2014pjo UU No.30/2004. 

3. Pejabatkumum olehpatau diphadapan siapakakta itupdibuat, haruspmempunyai wewe-

nangpuntuk membuatpakta itu. 

Wewenangpnotaris dalamppembuatan aktapautentik sepanjangptidak dikecualikan 

kepadappihak ataukpejabat lain, ataupnotaris jugapberwenang membuatnyakdi samping 

dapat dibuatpoleh pihakpatau pejabatplain, mengandungpmakna bahwa wewe-

nangpnotaris dalampmembuat aktapautentik mempunyaipwewenang yang umum, se-

dangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Wewenang dari jabatanpnotaris 

dapatpdilihat di dalampketentuan Pasal 15pUUpNo.2/2014 jopUU No.30/2004. 

Wewenangpini merupakanpsuatu batasan, bahwapseorang notaris tidakpdiperbolehkan 

melakukanpsuatu tindakanpdi luar daripwewenang tersebut. 

Dipsamping itu, dalam hal pembuatan suatu akta notaris, maka syarat pembuatan 

aktanya juga harus sesuai dan memenuhi ketentuan terkait syaratpsahnya suatu 

perjanjianpsebagaimana termaktub dalamdPasal 1320pKUHPer yaknipadanya kesepakatan, 

kecakapan dalam membuat suatupperikatan, suatuphal tertentupdan suatupsebab yangpdi-

perbolehkan.  

Berdasarkanppenjelasan yang telah dipaparkan dibatas makapdapat disimpulkan 

bahwappenerapan cyber notarypdalam pembuatan akta autentik memiliki faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaannya dikarenakan belum adanya payung hukum atau pengaturan 

yang lebih lanjut sehingga pelaksanaan cyber notary di sini masih belum memiliki kepastian 

hukum walaupunpdalam masappandemi Covid-19pseperti saat ini. Di samping itu, 

kedudukan dari akta autentik yangpdibuat secarapelektronik olehpnotaris dengan konsep 

cyber notary juga masih belum memiliki kepastian hukum, sehingga akibatnya menimbulkan 

kekhawatiran dan permasalahan yuridis bagi pejabat notaris menyangkut kewenangannya 

dalam memberikan pelayanan jasanya dalam bidang elektronik. Olehpkarena itu, sudah 
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seharusnya seorangpnotaris mampu untuk menjawabptantangan tersebutpdengan tetap 

memperbaikipkualitas diripdari notarisptersebut (Bahriap2019). 

Kesimpulan 

Implementasi  cyber notary pada masa pandemi covid-19 yang dalam pembuatan 

aktanya dengan melalui media teknologi digital seperti zoom ataupun google meet tentunya 

bertujuan untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung sehingga dapat mencegah 

penyebaran dari pandemi covid-19 karena notaris dan para penghadap/klien tidak 

menghadap secara langsung dengan datang ke kantor notaris. Namun, penerapan cyber 

notary dalam pembuatan akta autentik ini masih belum memiliki pengaturan yang secara 

spesifik dan jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga notaris menjadi ragu 

dalam penerapannya. Peluang pembuatan akta secara elektronik (cyber notary) masih tetap 

terbuka meskipun belum memiliki pengaturan yang cukup jelas, oleh karena itu perlu 

adanya penegasan kewenangan notaris di dalam membuat akta secara elektronik, sehingga 

akan diperoleh jaminan terkait dengan kepastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum pembuat akta 
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